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PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2018/PA Sj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat
Nikah antara:

Nursalam bin Ambo, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Timbasoang,
Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Marta binti Lippu, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun
Timbasoang, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur,
Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Ii;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon |l dalam surat
permohonannya tanggal 21 Mei 2018 telah mengajukan permohonan yang
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor
136/Pdt.P/2018/PA Sj tanggal 21 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2001, Pemohon | dan Pemohon II
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan Takuro,
Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka dalam
usia 27 tahun, dan Pemohon Il berstatus gadis dalam usia 30 tahun,
pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ramli bin Lippu (kakak

kandung Pemohon II), dinikahkan oleh Petta Matti (imam Dusun), dan
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dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama H. Ambo Sakka dan
Petta Tiro dengan mas kawin berupa sebidang tanah 5 (lima) are;
3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat
dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon | dan Pemohon II hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang
bernama Balianto bin Nursalam, lahir pada tanggal 10 Maret 2003;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula
para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta
nikah, karena pada waktu itu pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di
Pecatatan Nikah setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan
Penetapan Pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus
paspor dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis
Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon | dengan
Pemohon |l yang terjadi pada tanggal 05 Januari 2001, di Lingkungan
Takuro, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | (Nursalam bin Ambo)
dengan Pemohon Il (Marta binti Lippu) yang dilaksanakan pada tanggal 05
Januari 2001 di Lingkungan Takuro, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai
Tengah, Kabupaten Sinjai;
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3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar
biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon | dan
Pemohon 1l telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat
terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, dan berdasarkan nasihat
Majelis Hakim tersebut Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan akan mencabut
perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk dalam lingkup
bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 9
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk
Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para Pemohon secara
lisan pada tanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya para Pemohon hendak
mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam regeister perkara
Pengadilan Agama Sinjai Nomor 136/Pdt.P/2018/PASj tertanggal 21 Mei 2018
dengan demikian pernyataan para Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut oleh para
Pemohon dan permohonan perncabutan tersebut merupakan hak para
Pemohon, lagi pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum
yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lebih
lanjut meneruskan pemeriksaan perkara a quo, dengan demikian permohonan

pencabutan permohonan para Pemohon patut dikabulkan;
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Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon | ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
136/Pdt.P/2018/PAS;;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | sejumlah Rp.
331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Miladiah, bertepatan
dengan tanggal 22 Ramadan 1439 Hijriah, oleh kami Syahruddin, S.HI., MH
sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI dan Taufiqurrahman, S.HI
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.El sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon Il ;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS;
ttd ttd
ABD. JAMIL SALAM, S.HI SYAHRUDDIN, S.HI., MH

HAKIM ANGGOTA,
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ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.HI PANITERA PENGGANTI,
ttd

SURIANTI, S.EI
Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000.00
2. Proses . Rp 50.000.00
3. Panggilan : Rp 1.390.000.00
4. Redaksi : Rp 5.000.00
5. Meterai . Rp 6.000.00
Jumlah . Rp  1.481.000,00

(satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S.Ag., M.H
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